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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 
NOMOR   4   TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GRESIK, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Jasa Umum. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235);  

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  

125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor  108, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4548); 

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634 ); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4674 ); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

11. Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
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14. Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5072); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3038); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1993  Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3529); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 

dan pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3530); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4736); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah   

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4737);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5161); 

26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,   

27. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.63 Tahun 1993 tentang 

Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, 

Kereta Gandengan, Kareta Tempelan, karoseri dan Bank Muatan 

serta komponen-komponennya; 

28. Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993 tentang 

Fasilitas Parkir untuk Umum; 

29. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

30. Keputusan Menteri perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004 tentang 

Pengujian tipe Kendaraan Bermotor; 

31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 

32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor  : 18 Tahun 2009, Nomor : 

07/PRT/M/2009, Nomor : 9/PER/M.KOMINFO/03/09 dan  Nomor : 

3/P/2009 Tentang Pedoman pembangunan dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 364/Menkes/SK/III/2003 

tentang laboratorium Kesehatan; 

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 

tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 

35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/ MENKES/SK/VI/2007 

tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; 
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36. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor: 12 Tahun 2009 

tentang Pedoman tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. 

Askes (Persero) dan anggota Keluarganya di Puskesmas, balai 

Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah  

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 1 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

 

Dengan persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK 

Dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI 

JASA UMUM. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik. 

4. Peraturan  Bupati adalah Peraturan  Bupati Gresik. 


